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Gambar 1. Wawancara mendalam dengan Bapak Deni Yohanes, 

S.H., M.Kn. 

terkait penerapan prinsip kehati-hatian Notaris. 

 

Keterangan dan Analisis:  Dokumentasi ini menunjukkan 

pelaksanaan wawancara dengan Deni Yohanes, S.H., M.Kn. 

sebagai Notaris dan narasumber utama dalam penelitian. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta 

perjanjian jual beli tanah, khususnya mengenai pemeriksaan 

terhadap para pihak, dokumen kepemilikan, serta status hukum 

objek tanah. Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan 

dilakukan tidak hanya terhadap kelengkapan dokumen, tetapi 

juga terhadap kecakapan dan kewenangan pihak yang melakukan 

perbuatan hukum serta riwayat perolehan tanah.  Hasil 



 

 

wawancara tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian 

diterapkan sejak sebelum akta dibuat. Dalam kaitannya dengan 

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, tindakan tersebut 

terutama mencerminkan unsur saksama karena Notaris harus 

memperoleh kejelasan mengenai subjek dan objek perbuatan 

hukum. Selain itu, tindakan tersebut berkaitan dengan unsur 

amanah dan menjaga kepentingan pihak terkait karena Notaris 

mempunyai tanggung jawab terhadap kepercayaan dan 

kepentingan hukum para pihak yang dituangkan dalam akta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sesi wawancara bersama staf kantor Notaris, Ibu 

Oktari Sulastri, mengenai alur pemeriksaan dan verifikasi 

keabsahan berkas persyaratan para pihak. 

 

Keterangan dan Analisis: Dokumentasi ini menunjukkan 

wawancara dengan staf Kantor Notaris Deni Yohanes, S.H., 

M.Kn. untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan 



 

 

pemeriksaan berkas sebelum pembuatan akta. Berdasarkan hasil 

wawancara, proses awal dilakukan dengan menerima dan 

memeriksa dokumen identitas para pihak seperti KTP dan KK 

serta dokumen yang berkaitan dengan objek tanah. Data identitas 

tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui dan 

mencocokkan identitas pihak yang akan melakukan transaksi. 

Data penelitian memang menunjukkan bahwa pemeriksaan KTP 

dan KK menjadi bagian awal verifikasi penghadap. Analisis 

terhadap hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip kehati-hatian tidak dimulai ketika akta sudah 

disusun, tetapi sejak berkas diterima. Pemeriksaan awal menjadi 

penting karena kesalahan identitas atau ketidakjelasan 

kewenangan pihak dapat memengaruhi proses selanjutnya. 

Tindakan tersebut merupakan bentuk penerapan unsur saksama, 

sedangkan penggunaan dan pengelolaan dokumen para pihak 

secara bertanggung jawab berkaitan dengan unsur amanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sesi wawancara bersama staf kantor Notaris, Ibu 

Ririn Pebiyola, mengenai proses pendaftaran dan pengarsipan 

dokumen akta. 

 

Keterangan dan Analisis: Dokumentasi ini menunjukkan 

pemeriksaan terhadap identitas pihak yang melakukan transaksi 

melalui KTP, KK, status perkawinan, dan dokumen pendukung 

lainnya. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui 

apakah orang yang hadir sebagai penjual merupakan pihak yang 

mempunyai identitas dan kewenangan yang sesuai untuk 

melakukan perbuatan hukum. Apabila transaksi dilakukan 

melalui kuasa, dasar kewenangan pihak yang bertindak juga 

harus diperiksa. Analisis terhadap dokumentasi ini menunjukkan 

bahwa ukuran kebenaran penjual tidak hanya didasarkan pada 

pengakuan bahwa tanah tersebut miliknya. Identitas penjual harus 

dihubungkan dengan nama pemegang hak yang tercantum dalam 



 

 

dokumen kepemilikan. Apabila nama penjual berbeda dengan 

pemegang hak, diperlukan dasar hukum yang menjelaskan 

kewenangannya, misalnya kuasa atau hubungan kewarisan sesuai 

keadaan yang ditemukan. Status perkawinan juga diperhatikan 

apabila objek berkaitan dengan harta bersama. Dengan demikian, 

dokumentasi ini menjawab mengenai bagaimana kebenaran dan 

posisi penjual diperiksa, yaitu melalui pencocokan identitas, 

kewenangan bertindak, status perkawinan, dan hubungannya 

dengan pemegang hak atas tanah. 

Dari perspektif prinsip kehati-hatian, tindakan tersebut terutama 

menunjukkan unsur saksama dan menjaga kepentingan pihak 

terkait. Pemeriksaan dilakukan agar pihak yang tidak mempunyai 

kewenangan terhadap objek tanah tidak begitu saja melakukan 

perbuatan hukum yang dapat merugikan pemilik maupun pihak 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peneliti mendampingi staf saat memberikan konsultasi 

hukum kepada seorang klien terkait persyaratan administrasi jual 

beli tanah. 

 

Keterangan dan Analisis: Dokumentasi ini menunjukkan 

pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan tanah yang menjadi 

objek transaksi. Berdasarkan hasil penelitian, sertifikat asli 

berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan 

(HGB) diperiksa dengan memperhatikan data fisik dan yuridis 

yang tercantum di dalamnya. Pemeriksaan juga mencakup unsur 

dokumen seperti cap, segel, dan tanda tangan pejabat yang 

berwenang sebagaimana terdapat dalam data penelitian.  

Analisis terhadap dokumentasi ini memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan “tanah tersebut posisinya bagaimana dan punya 

siapa?” Data pemegang hak pada sertifikat digunakan untuk 

mengetahui siapa yang tercatat sebagai pemegang hak, kemudian 



 

 

dicocokkan dengan identitas pihak yang bertindak sebagai 

penjual. Sementara itu, data mengenai objek digunakan untuk 

memperoleh kejelasan mengenai tanah yang menjadi objek 

transaksi. Riwayat perolehan tanah juga diperlukan untuk 

mengetahui asal-usul kepemilikan dan kemungkinan terdapat 

pihak lain yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Dengan 

demikian, sertifikat tidak hanya diperlakukan sebagai persyaratan 

administratif, tetapi menjadi sumber data dalam menentukan 

hubungan antara penjual, pemegang hak, dan objek tanah. 

Pemeriksaan tersebut merupakan penerapan unsur saksama dan 

menjaga kepentingan pihak terkait sebagaimana Pasal 16 ayat (1) 

huruf a UU Jabatan Notaris. 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 


